SKRIPSI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

/
/

7 -\
TV

-~
s el

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021




| exp .
Smb . Alumne

E;raim:f 1PM/ 3 ep
T
. 1
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN v
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021




PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Timu Pelitik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan

Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor :

/,,

‘e,
%,
o,

2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Dr. Hafiz Elfiansyah P., M.Si

i




HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Sknipsi : Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-
19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Ade Nurfianti

Nomor Induk Mahasiswa - 105641100417

\\\\"' r‘IA

oy

NBntmm NBM .1031.102




HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nomor Induk Mahasiswa

akassar,10 Agust 2021
Yang Menvyatakan

Ade Nurfian




e e —

ABSTRAK
Ade Nurfianti, Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar, Dibimbing oleh Amir
Muhiddin dan Nur Khaerah,

Transparansi berarti keterbukaaf pémerintal atas aktivitas pengelolaan
sumber daya publik. Transparansi a_informasi keuangan
fisikal harus dilakukan da :
Transparansi dapat dilakuk:
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Pandemi Covid-19 menekan perckonomian dari berbagai sudut, tidak

terkecuali terhadap perekonomian dalam desa. Untuk saat ini, dampak Covid-

para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena
permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi.
Karyawan pabrik, penjaga toko, dan pelayan rumah makan di kota pun terpaksa
dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Buruh
bangunan atau pekerja harian juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyck
konstruksi yang ditunda. Ada banyak pedagang kecil/keliling dan pelaku usaha




mikro rumahan vang kehilangan pembeli karena daya beli konsumen menurun,
termasuk di lokasi wisata yang ditutup akibat pandemi Covid-19.

Namun Ada juga pihak yang menganggap Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantus Pangan Non-Tunai (BPNT) yang
(1) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (i) mempunyai anggota
keluarga dengan penyakit menahun/kronis, Dalam praktiknya, warga penerima
program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten’kota dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLTDD). Desa tampaknya Juga berkepentingan untuk

membuat pengecualian tersebut agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai




(BLT) tidak bertumpang-tindih dan kecemburuan sosial antar warga tidak
tejadi, Desa bersikap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kehati-hatian desa ditunjukkan dengan adanya upaya

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh desa memberi dua
pelajaran penting terkait kapasitas desa, Pertama, desa berkemampuan untuk
melakukan pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa
berkemampuan untuk menyalurkan Bantuan sosial (Bansos) bagi warganya.

Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan Bantuan




Sosial (Bansos) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan
UU Desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan
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kekeliruan dalam’ menetapkan kriteria penerima bantuan. Transparansi data
Juga menjadi masalah penting yang patut disorot, Banyak masyarakat yang
mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan.
Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak
atau tidak masuk kriteria dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pemerintah perlu menyadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih sangat minim. Oleh karena itu, peran




pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui
sosialisasi yang berkaitan dengan maksud, tujuan, kriteria sasaran, dan nominal
yang diperoleh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Hal ini

Sumber: Pﬂ'mer_'irirah Desa Patani 2021

Berdasarkan hasi| observasi awal, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa
Patani bagi warga yang terkena dampak akibat pandemic virus covid-79 yang
tengah mewabah saat ini, Namun, dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai
(BLT) tingkat pemerataan belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa
kalangan masyarakat yang tergolong mampu/menengah keatas menerima dana




tersebut masih menjadi suatu dilema, beberapa warga mempertanyakan mengenai
transparansi penyaluran pencrima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan
program Bantuan Langsung Tunai (BLT'j-sebenunfz telah jelas. Sehingga berbagai
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(BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dan
pendukung Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar,




D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan berkontribusi antara lain schagai berikut:




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

i1 penelitian-penelitian

No.

2020) Tunai-Dana Desa | indikasi kemampuan desa
Untuk Menangani | dalam mengelola Bantuan
Dampak Pandemi | Langsung Tunai Dana Desa
Covid-19: Cerita | (BLT-DD) secara transparan

Dari Desa. dan  akuntabel.  Faktor
kuncinya adalah kesiapan
kelembagaan dan sumber
daya manusia di desa,
kejelasan  kriteria mlnmJ
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(Maun, 2020)

Efektivitas Bantuan | Hasil

penelitian ini

Langsung Tunai menunjukan bahwa dalam

Dana Desa Bagi implementasinya program ini
Masyarakat dari sisi efektifitasnya masih

Mislt_l'n'l"-ark ba
Dampa 11 Blsl

vaan. Oleh sebab. itu

mengundang
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Dari beberapa hasil penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan
dengan penelitian penulis yaita sebagai berikut :

L. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2020)
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kualitatif.
Perbedaan antara keduanya terletak pada indikator penelitian, pada

penelitian Widaningsih membahas mengenai evaluasi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Covid-19 sedangkan penulis membahas mengenai
Transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19,

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Maun, 2020)
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ini tidak terlepas dari pemerintahan yang dianggap belum mampu

menciptakan iklim pemerintahan yang baik olch masyarakat, seperti

korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintahan yang terus

016) Good

Governance sering diartikan sebagai tata ke ola pemerintahan yang baik.
Dari segi pandang UNDP (United Nation Development Program),
governance dikatakan baik (good) apabila sumber daya publik dan
masalah masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang
merupakan respon dari kebutuhan mesyarakat, Sementara World Bank
memberikan pengertian tentang Good Governance sebagai suatu

penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan




dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan

alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme

(KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan

. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun
perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga
perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing,
Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan
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berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi sccara
konstruktif,
2. Transparansi

Transparansi harus dibanguu dalam kerangka kebebasan aliran

od
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sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda
untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi
kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan
terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkam
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baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil
yang dikchendaki stake holders.

Menurut Mardiasmo (2009: 18) menyebutkan tiga karakteristik

N

meningkatkan pemerintah di setiap tingkat, namun demikian harus
disadari tujuan dari good governance untuk menjalankan pekerjaan
pemerintah yangbm'kyanghemihbcrdasarkmhnkumy&ng berlaku agar
tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan
yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Dengan demikian good governance adalah suatu tata cara yang
efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk kemajuan suatu instansi.

Maka secara tidak langsung good goverment governance pada dasarnya
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berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya
publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisikal
harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.
Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan,
ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang
terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai
prakiraan fisikal,informasi dan penjabarannya.
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Menurut Setyawan (2015) transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
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dimana pengurus organisasi nirlaba haruspandai memilah mana
informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga
ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa
saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan
diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua
informasi menjadikonsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan

informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.(Nisa, 2017),
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Transparansi scbagai prinsip yang menjumin  akses atau
kebebasan bagi sctiap orang untuk memperolch informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan

Dengan demikian, transparansi menjadi instrument penting yang dapat
menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.(Sapti,
2019).

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan
pembuat kebijakan dengan adanya transparansi, cheks and balance akan

dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi
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masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya
yang dipercayakan.

Prinsip Transparansi

non  (Wahyuni, 2019),
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sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channe! of

accountability).

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-

kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
a. prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling
merasa antara bupati/walikota dan aparatmya sehingga pesan yang




b. Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan sceara terus menerus

dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/balasan yang telah
ditentukan,

prinsip transparasi paling tidak dapat d

seperti :

cur melalui sejumlah indikator

) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan public.

b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik

tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-
proses didalam sektor publik.




¢) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penycbaran

informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam
kegiatan melayani.

luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari
pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ckonomi

tentang keadaan keuangan desa.

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat
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Keputusan yang diambil dalam penyususnan anggaran dana
desa yang diputuskan dalam Musyawarah rencana pembangunan

tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

1) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen,

Dalam indikator ini Kristianten mengemukakan bahwa untuk
mengukur suatu transparansi dapat di lihat dari kesediaan atau
aksebilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di balai Desa dengan
mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu
atau sekedar berkunjung. Kesediaan dan aksebilitas dokumen oleh
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pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi
yang dapat mengurangi praktek KKN. Saat ini kita banyak melihat
dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya
diberikan janji palsu oleh intah, namun pada Indikator inj

N\

epercayaan masyarakat
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Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak vang membutuhkan
yaitu masyarakat,

4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi




Dalam indikator ini pemerintah Desa melakukan scsuai posedur
pelaksanaan, pemerintah yang transparan dalam pengelolaan. (Sangki
adianto., 2017

Transparansi  juga )i'bl:haa.n informasi  tentang

11 i1 di dalam memperoleh

skinan di Indonesia. Peluncuran

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sentralistik dan bertujuan

untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi yang harus ditanggung oleh
masyarakat miskin akibat adanya pandemi Covid-19. (Ahiwan, 2011)

Menurut Imawan dikutip dalam (Maun, 2008). Bantuan Langsung

Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan

yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program




penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster, Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) masuk dalam klaster 1. yaitu Program
Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster 1 adalah Program
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alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya
tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan
untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan
kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada

pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor
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produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas  hidup
lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya

sosial, memelihara roda perekonomian pada Jjalur yang benar.

Menurut (Maun, 2020). Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi
Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sekitar 31 persen dari total Rp72
Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi 12.3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang
diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan
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mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni
hingga total menjadi Rpl.8 juta,

Alokasi pemberian Bantuan 1 gsung Tunai (BLT) itu dibagi dalam

}"/l\)‘w
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Pada pelaksanaan BLT perlu adanya transparansi, pemerintah harus
menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakal mengetahui yang berhak
menerima bantuan BLT agar di lingkangan masyarakat tidak terjadi kecemburuan
satu sama lain, hal tersebut harus diungkapkan dalam informasi baik melalu; papan

informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah. Seperti
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halnya di Desa Patani Kabupaten Takalar begitu banyak keluhan-keluhan
masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

Berdasarakan rumusan masalah yang yang telah dikemukakan maka peneliti
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D. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui fokus penelitian tentang transparansi pengelolaan

Bantuan Langsung Tunai (BLT ) Covid-79 di Desa Patani Kabupaten Takalar
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4. Kerangka regulasi yang menjamin proses yaitu pemerintah Desa melakukan
sesuai posedur pelaksanaan dalam transpransi penvaluran BLT di Desa

Patani Kabupaten Takalar




BAB II1
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan

,'/‘

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud untuk
memberikan gambaran lengkap dan klarifikasi secara jelas mengenai
suatu masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau
dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Transparansi
Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani

Kabupaten Takalar,

35
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Penclitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh  gambaran

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penclitian

Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mencari data pendukung,
dokumen.
D. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang
didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait
dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langssung terhadap
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subjek yang akan diteliti yaitu partisipasi masyarakat  dalam
penyeleenggaraan pilkada di masa pandemi.
b. Data Sekunder

,- yang diperoleh dari sumber-
a laporan dari lembaga
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3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial vang diteliti.
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Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

No  Nama Jabatan
I. | H.Bostan Tika S.Sos M.Si | Kepala Desa
2 | Nurshinta Rahman S.Pdi a Desa
3 | Sainal Nai
4 | Dahlia
\ 4
5 0 A v
L)
F. T y/
se \
LT - -
) L] .
i secara
A
lisan langgap
\J
mampu gelolaan
AWa ‘
Bantuan Takalar.

2. Tehnik Pengamatan/Observasi
Tehnik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan
Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di
Desa Patani Kab, Takalar, Penamatan ini bertujuan untuk memperoleh ke
akuratan informasi dari informan.

3. Tehnik Dokumentasi
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Tehnik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil
hasil penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kab, Takalar.

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpuan awal.
Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian Pada proses
pengumpulan data penliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap
data yang sudah dikumpulkan.




G. Tehnik Pengabsahan Data
Pada tahap ini pencliti menggunaka tehnik Triangulasi. Triangulasi
menurut sugiono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019),
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menjadi 10 kecamatan yaitu Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara,
Sanrobone, Mappakasunggu, Mangarabombang, Pattallassang, Pulmnb&ngkmg
Selatan, Polombangkeng Utara, dan Kepulauan Tanakeke. Dengan 24 kelurahan
dan 76 Desa. Di antara 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Kepualauan Tanakeke

adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil.




Peta Wilayah Kabupaten Takalar

»i‘k‘)w\)

- PN

119P° P39" Bujur Timur. Disebelah timur secara administrasi berbatasan
dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat
Makassar dan laut Flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,61
kmP?, terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan dan 76 desa. Jarak ibu kota
Kabupaten dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 Km yang

melalui Kabupaten Gowa.
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Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar hingga 2006 terdiri atas 7
Kecamatan, kemudian pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi

9 Kecamatan. Dua wilayah Kecamatan hasil pemekaran vaitu Sanrobone vang

a2

Batas Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Jeneponto
= Batas Sebelah Selatan: laut Flores

* Batas Sebelah Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kabupaten Takalar dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu:

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai,




b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kecamatan
Polombangkeng Utara.

Perkembangan fisik Kabupaten Takalar cenderung mengarah ke Kecamatan

Sebelah timur : Kelurahan Pallantikang

Sebelah Barat - Desa soreang dan Desa salajo

Sebelah sclatan : Kelurahan takalar

Sebelah Utara : Kelurahan pattallassang
c. Penduduk
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Penduduk desa patani kabupaten takalar adalah 100% warga Negara
Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 2045 jiwa terdiri dari 598
kepala keluarga (kk) yang tersebar di 5 dusun.

2. Tingkat Kesejahteraan

Perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin dan Sejahtera di Desa Patani

RTM

Sejahtera

Jumlah

74

735

809

3. Mata Pencaharian




Desa Patani pada umumnya adalah areal persawahan yang paling
dominan masih bersifat tadah hujan oleh karena irigasi masih sangat

minim.Selain itu juga terdapat aredl tambak di sepanjang bibir Sungai di

Lapangan Sepak Bola | Buah

2) Sarana Pendidikan

Sarana Jumlah
TK 1 Buah
SD 3 Buah
SMP/Tsanawiyah 2 Buah




SMA/Aliyah I Buah

ﬂg
PUASS, ",
\\\ "
\\\\\'h,/

Dusun Bontomanai 113
Dusun Bontolanra T_E
Jumiah 209
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2) StrukturOrganisasiPemerintahanDesa Patani

KepalaDesa
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B. HASIL PENELITIAN

1. Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai desa Patani
Kabupaten Takalar

Transparansi yang dilakukan oleh

ada masvarakat dalam

gl e

ESY

-

; tersedi
|

perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak.
Wawancara dengan Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si Selaku Kepala desa
Patani

"Dalam pelaksanaan penyaluran BLT di desa Patani sudah dilaksanakan
dengan terbuka hal ini dapat dilihat mulai dari proses pendataan
masyarakat penerima BLT sampai dengan penyaluran BLT pemerintah
desa transpran mengenai semua proses yang di lakukan di Kantor desa
masyarakat pun dapat dengan mudah melihat informasi-informasi
mengenai penyaluran BLT melalui papan informasi di kantor desa dan
setiap ada program-program desa pasti selalu ada rapat yang lakukan di
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kantor desa schingga informasi dapat di perolch langsung melalui rapat
yang di laksankan di kantor desa ”

Hal scrupa juga di sampaikan oleh Tbu Nurshinta Rahman S.Pdi selaku
Bendahara desa

“Agar masyarakat dapat dengdn anuidah melihat informasi mengenai
penyaluran BLT maka penieris s34 men bnnkan mfum1 kep.ada
mas}mrakat melalui p isedi

| i3 &
2il igprilall laMi dall THCNEC;

penyaluran BLT di Desa Patani Kabupaten Takalar berjalan dengan baik.
berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Patani secara

transparansi .




Berikut adalah tabel pencrima BLT di desa Patani :
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No | Dusun Kepala Keluarga (KK) | Jumlah diterima

I | Pattekerang Rp. 600.00

3. | Mangul; Rp. 600.00

4, \ 4 . 600.00

G

5 N\ N /) 00
pem 0
war hun
terakhir. ' mbali
menerima tahun
angparan 20 y 21 tahun
ini sebanyak 5 AAN DF lah yang
diterima Jumlah Rp.

300.000 X 2 bulan = Rp. 600.000/KK.
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Tabel 2.4

Jumlah
Tidak
Menerima

1. Patani 9 100

Nama | Jumlah

No Dusun Menerima

2. | Mangulabe 1 121

3. Bontomanai 7 _ 35

4, Bontolanra 10 128

5. | Pattckermog 13 164

Sumber : Kantor Desa Patani Kabupaten T@ﬁl{u

-

~—=p

BORLES TF A R R SR e Ho. 1900040 000
e oL AR L

=TI EE=

JUMLAMH BELANJA o
(= , - = Rl d
[ - = . &- - '1_ - .'T_'jf-:‘.::' .

q-_-—-a
|

Sumber : Kantor Desa Patani
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Usaha pemerintah Desa Patani Kabupaten Takalar dalam memberikan
transparansi  secara jelas kepada masyarakat desa tentang penyaluran BLT

Kehadiran Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan serta pola

gaya hidup kelesuan ekonomi menjadi salah satu efek negatif Covid-19
yang dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pedesaan.
Pemerintah Desa Petani Kabupaten Takalar. Untuk Menyikapi hal tersebut
dengan melakukan berbagai kebijakan salah satunya Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat,
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Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan
uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa

p " L= e

/Jr 0”444/'\
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Hal serupa jug:
Bendahara di

“untuk kelengkapan dokumen dalam penyaluran BLT sendiri di lengkapi
dengan daftar hadir dan berita acara yang di isi oleh masyarakat sebagi
penerima BLT diberikan disetiap dusun jadi untuk menerima BLT penerima
datang langsung untuk tanda tangan mengambil BLT serta tidak dapat di
wakili dan Dokumen ini juga sebagai laporan pertanggung jawaban di
Kantor desa”.

Hasil wawancara Bersama bapak Nurshinta Rahman S.Pdi selaku ketua BPD

“Jadi dokumen dalam penyaluran BLT semua data masyarakat sampai
dengan penyaluran BLT kepada masing-masing masyarakat di buat oleh
pemerintah desa dan dan ditempelkan di papan informasi kantor desa
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schingga masyarakat dapat melihat langsung informasi-informasi terkait
penyaluran BIT sendiri *

Dari hasil wawancara yang di lakukan Bersama pemerintah desa patani

setiap menyaluran BLT pemerintah desa menyediakan berita acara serta daftar
hadir yang telah di sediakan yang sebelumnya telah di data oleh Pemerintah Desa

Patani.
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Daftar Hadir Penerima BLT Desa Patani Laporan Penyaluran BLT Desa Patani

---------
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meningkatka

yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat
luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ckonomi, sosial, bahkan
politik. Ketiadaan informasi akan membuat scsorang lemah dalam
pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah
transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu,
transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (openeness), dan akses
(access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk
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memperoleh suatu informasi. Akses Informasi Indikator yang kedua dapat
diukur dengan adanyakejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan

oleh pemerintah Desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh
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“Untuk mempermudah masyarakat memperoleh BLT atau yang
berkaitan dengan syarat yag harus di lengkapi masyakarat mengenai
Penyaluran BLT memberikan informasi lansung kepada masyakarakat
melalui masing masing pak dusun yang kemudian di bantu juga oleh
aparal desa”.

Dan berikut adalah ungkapan masyarakat dari ibu Dg Baji selaku
masyarakat Desa Patani

“Saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah
bagaimana pemerintah desa menerapkan ketransparan tersebut, karena
menurut saya mereka yang berperan dalam hal tersebut dan bagaimana
mengelola dana tersebut dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah™




Dari hasil penclitian diketahui bahwa masyarakat selalu mendapat
informasi dalam transparansi penyaluran BLT kepada masyarakat des.
Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan aparat Desa Patani
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menyeluruh senada dengan ungkapan dari Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si
Selaku kepala desa Patani

“Terbukaan Pemerintah desa dalam penyaluran BLT kepada masyarkat
dengan menyediakan baliho dan papan papan informasi sehingga tida
ada yang ditutupi mengenai penyaluran BLT semua di lakukan secara
terbuka atau transparansi kepada masyarkat selain itu juga selalu
diadakan rapat di balai desa sehingga keterlibatan masyarkat sangat jelas
di setiap kegiatan atau program yang di laksanakan di desa ™
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Hasi wawancara Bersama Nurshinta Rahman S.Pdi

“Untuk penyaluran BLT di desa Patani sendiri hanya

masyarakat yang mendapat kan di desa Patani di setiap dusun dalam
ya msyarkat datang langsung ke kantor desa untuk

mengambil dana yang di terima oleh masymkat dalam proses

’/&‘4

7///'111‘\‘\\\
L) N

melalui masing-masing kepala dusun di desa Patani.




Proses Penyaluran BLT di Kantor Desa Patani

Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Pracac Varifikaci
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Keterangan :
1) Proses Pendataan, mencakup:

a) perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil

dan/atau  Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan

mencantumkan lokasi tempat tinggalnya,

3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Kepala Desa
memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus
dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait

untuk membantu verifikasi.
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Keterbukaan proses merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan dimana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan BLT
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Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang
menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Kemudian selain
regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat
laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan
proses penyaluran BLT yang dilaksanakan dengan disertai dokumen. Hal




senada di ungkapkan oleh Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si selaku kepala
desa Patani

** Jadi dokumentasi yang di lakukan disetiap kegiatan termasuk dalam
penyaluran BLT jugn menipaks hcnmk laproran perm:gung

ﬂanr;hsampmdc' ne sctmpkngiatxndlmmpan
isusun dnsamulmdandma

Ail :
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Sumber : rltar Desa Parani




Dari hasil penelitian diketahui bahwa sudah memiliki kerangka yang jelas
dan sudahtransparansi dalam pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah
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transparan dan akuntabel. indikator transparansi berhasil dicapai ketika
terdapat keleluasaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang
pelayanan, mudah untuk mengakses informasi pelayanan, dan terdapat
prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik. Pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyakarakat tentunya ditidak lepas dari factor
penghambat dan factor pendukung. Dalam penyaluran BLT kepada masyarkat
harus di lakukan secra transparansi kepada masyarakat serta dapat di terima




olech masyalat berikut adalah factor penghambat dan factor pendukung
transparansi penyaluran BLT di Desa Patani -

a. Faktor Penghambat
Transparansi merupakan sa

satu indikator penting karena hal ini

akan menciptakn
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masyarakat tentunya sudah ada kriteria untuk yang mendapt kan dan
tidak termasuk dalam lengkapan dokumen ada beberapa yang
dokumennya tidak lengkap pada saat penyaluran schingga
masyarkat harus kembali ke rumah dan melengkapi ini yang sedikit
menjadi hambatan tapi hal ini masih bisa di atasi oleh pemerintah
desa singga penyaluran BLT dapat terlaksana dengan baik secara
keseluruhan™

Selanjutnya hasil wawancara Bersama ibu Selaku Bendahara Desa Patani

“kama dalam penyaluran BLT masyarakat harus melengkapi
dokomen agar dapat menerima BLT ini menjadi salah satu
penghambat karna adanya beberpa masyarakat yang tidak memiliki
berkas yang lengkap sehingganya kita harus mendatanya Kembali
sebelum dilakukan penyerahan BLT kepada masyrakat™
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Sedangkan hasil wawancara Bersama masyarkat desa Patani

“menurut saya yah tidak ada hambatan kan masyarakat telah
mmdapatkmbmmanntauBLTsesuaidﬂngan peraturan pemerintah
yang sudah punya kriteria sesuai peraturan “

Wawancara Bersama ibu Nurshinta Rahman S.Pdi selaku Bendahara

“Alhamdulillah dalam penyaluran BLT di desa Patani berjalan
dengan baik secara keseluruhan memang ada kendala namun masih
bisa diatasi dan menjadi pelajaran agar dapat meningkatkan lagi
pelayanan penyaluran BLT berjalan dengan baik tidak terlepas dari
kerja sama dari pemerintah dengan masyarakat yang berjalan baik

Wawancara dengan masyarakat desa Patani Ibu Dg Baji

“Karna pemerintah terbuka kepada masyarakat dan selalu ada rapat
yang diadakan di kantor desa jadi pendukung terbukanya pemerintah




desa schingga masyakat tau keputasan yang diambil terutama dalam
pembagian BLT *

Berdasarkan hasil wawancra di atas dapat di simpulkan bahwa dalam
penyaluran BLT di Desa Patani Segara keseluruhan berjalan dengan baik
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tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan

untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.
Beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya
keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi
mengenai detail penyaluran BLT, mulai dari informasi mengenai data sampai
dengan penyaluran BLT kepada masyrakat . Prinsip transparansi menciptakan

- e ueSESCIIEEA Secara Keseluruahan penyaluran
BLT berjala dengan baik.
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a) Kesediaan dan akscsibilitas dokumen dalam  transparansi
penyaluran BLT sudah berjalandengan baik.

b) Kejelasan dan kelengkapan informasi pengadaan sudah baikdengan
adanya keterbukaan akses informasi yang seluas-luasnya kepada
masyrakat ,

¢) Keterbukaan proses dalam transpransi penyaluran BLTdi desa
Patani bahwa transparansi sudah diterapkan dengan baik karena
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semua informasidapat diketahui pemerintah desa penyediakan

memberikan sosialisasi secra langsung kepada masyrakat
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ifau».w.nlalrv.'.ara Bersama Ketua BPD desa Patani

Wawancara Bersama masyarakat Desa Patani




RIWAYAT HIDUP
ADE NURFIANTIL. Dilahirkan di Desa Patani Kec.

Mappakasunggu Kabupaten Takalar, 06 Oktober 1998,

merupakén anak ketiga dari empat (4) bersaudara
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